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Abstrak
Setelah AbdullahiAhmed An-Na'im mengkritik gagasan para
pemikir hukum Islam sebelumnya yang membaca teks ajaran
(hukum) Islam dengan berpusat pada teks yang partikular danjuga pembacaan yang menggunakan metode istishlah (baca:
mashlahah), ia kemudian mengajukan dua metode: pertama,
adalah metode rwsakhyang berasal dari Thha. Kedua, adalah
metode pritrciple of reciprociry (prinsip timbal balik).Dengan
metode ini, An-Na'im berkeyakinan bahwa pembangunan
hukum Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip universal -
seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kebersamaan-
akan dapat membuahkan pola kehidupan bernegara Islam
yang baik dan sejahtera. Sebab prinsip-prinsip ini akan mem.
bentuk konstruksi pemikiran tentang negara Islam yang uni-
versal dan bukan negara yang sektrarian walaupun munculnya
dari kalangan umat Islam, tetapi itu akan diterima semua ka-
langan. Selain itu, diskriminasi dan peletakan non-muslim
dan perempuan (serta adanya perbudakan) sebagai warga
negara kelas dua akan ditolak sebagai sebuah ajaran normatifl
Karena itu yang dimaksud "negara Islam" oleh An-Na'im ada-
lah sebuah negara yang tunduk terhadap prinsip-prinsip uni-
versal itu dan yang bisa menciptakan keharmonisan dengan
perkembangan kemaj uan zaman.
A. Pendahuluan
Aktivitas kenegaraan di dunia Islam telah berlangsung dan ber-
kembang sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah hingga sekarang.
Hal ini dapat dibuktikan dengan tumbuhkembangnya program dan
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praktik pemberlakukan ajaran (hukum) Islamr di dalam suatu negara,
seperti Saudi Arabia dan dunia Islam lainnya. Praktik pemberlakuan
ajaran Islam 
-seperti peletakkan kaum Muslim di atas non-Muslim dan
kedaulatan Allah serta legalisasi perbudakan- dalam suatu negara terus
berjalan lancar tanpa ada kontroversiyang signifikan di kalangan umat
Islam. Namun setelah ada pengaruh kolonialisme Barat terhadap dunia
Islam, kalangan umat Islam mulai menghadapi tantangan berat dari segi
konstitusi, HAM, politik, dan hukum intemasional.z Dan saat itulah
dunia Islam mulai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat dalam hal
tersebut.3
Pengaruh itu telah mendorong umat Islam untuk menggalakkan
tpembaruan pemikiran Islam secara mendasar, khususnya di bidang
hukum kenegaraan. Meskipun usaha-usaha tersebut tidak memadai
dan tidak bisa menjawab tantangan perubahan kenegaraan modern
yang semakin pesat karena pola pikir umat Islam yang masih parsial dan
kontradiktif, sehingga problem diskriminasi dan kekerasan terhadap
perempuan, non-muslim, dan legalisasi perbudakan masih tetap hidup
dalam kesadaran diri umat Islam dan pola hubungan kenegaraannya.
Dalam konteks ini, An-Na'im muncul untuk menjawab problem yang
belum dipecahkaan tersebut.a
1 Suatu hukum yang rneliputi norma etik dan sosial, teori politik dan konstitusional,
dan seterusnya, dan juga aturan-aturan hukum mengenai perdata, pidana dan public.
Pemyataan ini terdapat dalam catatan kaki buku yang dieditori oleh Tore Lindolm dan
Karl Vogt, Dekorurnrlqsi Symi'ahll, terjemahan Farid \Tajidi (Yogyakarta: LKiS, 1996),155.
2 Perubahan struktur kehidupan umat Islam mengalami perubahan setelah ma'
suknya kolonialisme Eropa di akhir abad XIX dan awal abad XX M. Abdullahi Ahmed
An-Na'im, 'Toward mlslomicReformation; Ciqtillibertbs,L*mwrRights mllntematianal
Lau, (N.Y, Syracuse: Syracuse Universiry Press,1990), 7.; An'Na'im The Islamic
Cowtter-Reformation, http://www.digitalnpq.org/archive/2002 winter/index'html
3 Lihat, Noel J. Coulson, A. Historl of klanic Lau.,, @ndinburgh: Endinburgh Universiry
Press, 1978).; John L. Bposito danJohn O. VolI ,DarcluaidiNegara"rcgmaMr,slim;Prollsn
dm Prospk, terjemahan Rahmani fu tuti, @andung: Mizan, 1998), 108' 1 1 1.
a An-Na'im, "Mahmoud Muhammed Thha and The Crisis In Islamic Law
Reform: Implications for Interreligious Relations" dalam|umal of Ecumenical Studies,
(Philadelphia: Temple University, 1988).
-
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B. Pembahasan Teori Politik
Dalam membahas teori politik, kita terlebih dahulu memerlukan
penjelasan pengertian dasar dan kata kunci dari judul tulisan ini, yaitu:
"Pemikiran An-Na'im tentang Negara Islam". "Pemikiran An-Na'inf'
di sini dipahami dalam dua aspek; aspek metodologi dan aspek pe-
mikiran An-Na'im yang dikaitkan dengan "Negara Islam". Sedang kata
"Negara" di sini dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan
manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia
untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal
ini, eksistensi negara meniscayakan adanya perpaduan 
-meminjam
istilah Hegel- antara "kebebasan subjektif", dan "kebebasan objektif",
yaitu kehendak umum yang bersifat mendasar. Sebagai faktor insrru-
mental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, negara memerlukan
pemberlakuan hukum. Karenanya, doktrin dasar negara, sebagaimana
dilelaskan oleh Immanuel Kant, adalah negara berdasarkan hukum
yang bertujuan menciptakan perdamaian abadi dan keadilan.s Semen-
tara ilu, kata "lslam" yrng mempunyai makna "kedamaian" dan "ketun-
dukan" dalam konteks ini lebih dimaknai sebagai sifat dan karakter dari
suatu negara yang tunduk pada prinsip-prinsip universal dalam mem-
berlakukan aturan hukum demi tercapainya keharmonisan hidup ini.6
Dalam pemikiran politik atau negara Islam, menurut Syaml
sudin, ada tiga aliran pemikiran: (l), akronpernikiranintegralyang mem-
punyai pendapat bahwa wilayah agama juga meliputi negara (baca:
politik). Karena negqra merupakan lembaga politik dan agama se-
5 G. \UF Hegel, Filsafat Sejarah, terjemahan Cuk Ananta lUijaya, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2001); Franz Magnis Suseno, 13 TokCIh Erilc, (Yogyakarta: Kanisius,
1997)l M. Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran
Politik Islam", dalam Abu Zahra (ed.), PolitikDemiTihan; Ncsionalisme Rehgius di
Indonesia, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 45.
6 An-Na'im, TcwardmlslamicRefonnatian.., ?0 dan 72.; hhat juga Abu Zahra (ed.),
Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Relrgrus di Indanesia, (Bandung: Pustaka Hidayah,
7999).; Nurchoiish Madjid, IslamKemadcmm danKeindone.siran, (Bandung; Mizan,
1998).; Nurcholish Madlid, IslamDokrrin danPeradabm Sebuah TelaahKritis tentrrng
Keimanan, Kemanusiaan dm Kemodeman, (akarta: Paramadina, 1992)
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kaligus, maka pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan "ke-
d aulatan Allah' (divine s ov er egnity) . (?-) alir an p emikir an simbiocik y ang
memandang agama dan negara saling berhubungan secara timbal-balik
dan saling memerlukan. Dalam konteks ini, agama memerlukan negara
untuk bisa berkembang dan sebaliknya, negara juga membutuhkan
agama untuk dapat berkembang dengan bimbingan moral dan etik.
Akan tetapi, pola simbiotiknya di kalangan umat Islam masih menon-
jolkan ketentuan tekstual-praktis agama (sypri'ah Islam historis), se-
hingga ajaran kedaulatan Tirhan dan dominasi ajaran (tekstual) agama
masih menjadi asas utama pemikiran politik ini. (3) aliranpemikirandi-
kotomik yang menolak hubungan agama dan negara tersebut, baik
secara integral maupun simbiotik. Aliran pemikiran ini menghendaki
pemisahan agama dan negara. Konsekwensinya menolak pendasaran
negara pada agama (Islam).7 Alasannya (menurut salah seorang pemikir
Islam, Abd. Raziq) karena Muhammad saw. tidak pernah mendirikan
suatu negara dan ia pada dasarnya tidak menghendaki adanya negara
agama (Islam).8
Berpijak dari tiga aliran pemikiran tersebut, kita melihat bahwa
aliran pemikiran kenegaraan An-Na'im melampaui tiga aliran pemi-
kiran itu. Sebab ia tidak hanya berusaha menggabungkannya, tetapi
juga telah melakukan suatu perombakan pola berpikir yang bersifat
formal-imperealistik kepada pola pikir subsntansial-realistik melalui
7 Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara. .,45-50. Sedang Hassan Hanafi
membagi aliran pemikiran negara Islam pada dua kelompok pemikiran. Aliran pertama
adalah (sekuler) yang mengatakan bahwa agama bukanlah bagian (pokok) dari
irnamah.Jadi, persoalan agama (keyakinan dan syari'ah) tidak masuk bagian integral
dari sebuah pemerintahan (irrutrnnh). Aliran kedua (konservatif) yang mengatakan
bahwa imamah adalah bagian pokok dari agama. Jadi, semua aturan negara haruslah
bersumber pada hukum-hukum agama secara penuh sebagai saru-kesatuan yang tidak
terpisah. Hassan Hanafi, Min al-Aqidahil al-Tsaurah; al-Imonwa al-Amal, al-Imanrah,
Jilid V (Maktabah al-Mabdulah, 1 9BB), 1 66- 1 6 7.
8 Ali Abd. Al-Raziq, "Risalah Bukan Pernerintahan, Agama Bukan Negara",
dalam Charles Kursman, (ed.\, Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer
Tentang Isu-isu Global, terjemahan Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta: Para-
madina,2001).
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metode Msakh dan analisis sosial.politik yang menggunakanprirrciple
of reciprociry. sedang pembahasan dalam turisan ini menggunakan
teonticalframe (kerangka teoretik) yang memfokuskan diri pada mero-
dologi dan konstruksi pemikiran An-Na'im dalam membangun negara
Islam.
Sejarah Hidup An-Na'im
An-Na'im lahir 1946 di sudan, ia adalah seorang pemikir Islam
yang memperjuangkan tegaknya hukum (lslam) dalam kehidupan
kenegaraan modern. Ia memulai pendidikan formal di Fakultas Hukum
Universitas Khartoum 1970 sudan dengan meraih gelar L.LB (Honors),
LL.M. Diploma Kriminologi di Universitas cambridge tahun 1973, dan
gelar Ph.D-nya diraih dari Universitas Endinburgh 19?6. selain iru, ia
juga pernah menjadi Visiting Profesor Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas California (1985-82) dan universitas Saskatchenwan di
Sasketoon (1988-1989) serta Visiting professor di Universitas Uppsala
(t99r-1992).e
Pengalaman karir akademik An-Na'im yang pernah dipegang di
antaranya adalah Direktur Pelaksana Hak Asasi Manusia di Afrika
(1993-95), Direktur Pusat Kebilakan dan Hukum Intemasional, di New
England School of Law,10 dan Direktur proyek Riset yang meliputi dte
bidang: Pertama,, adalah bidang kajian perempuan di Afrika. Kedua,
adalah studi global tentang teori dan praktik hukum Islam di Fakultas
Hukum Unversitas tpo.t yang bekerjasama dengan Ford Foundation.
Pada saat ini, An-Na'im menjadi Guru Besar Hukum Universitas
Emory Georgia, USA yang mengajar bidang hukum kriminar, hak asasi
manusia dan hukum Islam.
Dalam penegakan hukum Islam modern daram kehidupan
kenegaraan, An-Na'im mulai sejak berada di Sudan tepatnya pada masa
e An-Na'im, (catatan Kaki) "Mahmoud Muhammed Thha and the crisis..., l.
r0 An-N a'im, Dr An-N a' im, http : //www.crimesofiuar. org.
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hidup Mahmoud Muhammad Thha.ll Ia aktif menyebarkan gagasan
dan ide-ide gurunya, Thha. Kegiatan ini berhenti ketika Thha dipenjara
bersama 50 pengikutnya, dan bersamaan dengannya An-Na'im juga
dimasukkan penjara $elama 2,5 tahun tanpa proses pengadilan karena
melakukan oposisi terhadap kebijakan negara, tepatnya pemerintahan
Ja'far Numeri yang menerapkan ajaran hukum Islam (klasik).
Desember 1984 Thha dikeluarkan dari penjara, begitu keluar ia
langsung menyebarkan kembali ide-idenya vang dianggap sesat oleh
pemerintah. Keadaan itulah yang telah menyebabkan pemerintahan
Ja'far Numeri menjatuhkan hukuman mati kepada Thha dan bukunya
dilarang diedarkan. Sejak saat itulah An-Na'im keluar dari Sudan.
Namun sebelum Thha dieksekusi oleh pemerintahan Numeri, An-
Na'im sudah cukup lama dekat dengan Thha, yaitu 18 bulan menurut
penuturannya sendiri. 12
Di luar negaranya, An-Na'im terus mendalami studinya dan kini
merupakan salah satu tokoh pembaru internasional dalam bidang studi
Islam, hukum, politik, dan HAM dalam persepktif lintas budaya (cross-
culanal). Pergulatan intelektualnya telah dilakukan di beberapa negara,
termasuk akhir-akhir ini di Indonesia selama dua kali: Perwnw, adalah
sebagai pembicara utama dalam acara seminar yang diselenggarankan
oleh LKiS, PS\f IAIN Yogyakarta bekerjasama dengan TAF Jakarta di
Hotel Radison Yogyakarta tahun 7003.Kedtm, adalah sebagai pembicara
pada'Worshop International tahun 2004 yang diadakan oleh UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11 Ia dilahirkan di Sudan, kira.kira 1910.1985, mendapat gelas sarjananya di
Khortum, Sudan, dan bekerja selama beberapa tahun sebagai insinyur sipil, dengan
spesialisasi daiam bidang irigasi. Pada saat yang sama, ia aktif dalam gerakan kemer-
dekaan rakyat Sudan. Pada tahun 1945, ia ikut mendirikan Partai Ripublik dan ke-
mudian menghabiskan hidupnya beberapa tahun dalam penjara karena aktivitasnya.
Setelah kemerdekaan, pengikutnya mendirikan Persaudaraan Islam, yang dipimpin
Thha hingga eksekusinya tahun 1985. Kurzman (ed.),WacanaIslamLiberal...,456.
12 P Bambang \Tisudo dan Imam Prihadiyoko, "Perjalanan Seorang Pemikir
Islam," dalam, Kompas,23 Januari 2003.
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Karya-karya An-Na'im
Karya-karya AN -N a'im adalah sebagai berikut: Pertmtn adalah
karya monumental An-Na'im yang berupa buku berjudul,Toward an
Islamic Ref ormation; Civil Uberties, Ilwrnn R,ghls mrd Internntiuwl Law,
Syracuse: Syracuse University Press, 1990. Dankedua adalah karya
lainnya terdiri dari (a) An-Na'im, 'A Modern Approach to Human
Rights in Islam: Foundations and Implications for Africa", C.E'\7elch
and RI Meltzer (eds.) , IlunwnR ghtr andDevelopnrew in Africa, Albany:
State University of New York, 1984. (b) An-Na'im, "Islamic Law,
Intemational Relations, and Human Rights: Challange and Response",
Comell International Law Joumal, ( 1987). (c) AnNa im, "Ti'anslitor's
Introductiorf', Mahmoud Muhammad Thha, Tlw Second Message o/
Islam, terj. Abdullahi Ahmed An-Na'im, New York: Syracuse Uniersity
Press, 1987. (d) An-Na'im, Mahmoudl\iulwmmedTalw dtld Tlre Crisu
Inlslamic l-aw Reform: Implicatknu for lnteneligiws Relatiuts, jumal of
Ecumenical Studies, 25: l, '\U7inter 1988. (e) An-Na'im, "The Rule of
the Nation-State in the 2l't Century; Human Rights, International
Organisations and Foreign Policy Essays in Honour of Peter Baehr",
dalam Monique Castermans-Holleman, Fried Van Hoof &Jacquekine
Smith (eds.) Netherkandslrutiwtof llunwnRighrs (SlM), Utrecht, The
Netherlands. Syracuse: Syracuse University Press, 1990" (0 An-Na'imt
(ed.)HmtmRighrsinCross-C;tlturalPerspectiva;AQucstf orCoruensus,
University of Pensylania Press,1991. (g) An-Na'im, "Sekali lagi,
Reformasi Islam", dan 'lSyari'ah dan HAM Belajar dari Sudan", dalam
dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt, (eds.), Delcorstrulcsi II, terj. Farid
\7ajidi, Yogyakarta: LKiS,1996, (g) An-Na'im, "Toward an Islamic
Hermeneutics for Human Rights" hdalamAn-Na'im, Jerald D. Gort,
HenryJansen dan Hendrik M. Vroom (eds.), rurnrrtRights andRelig.ow
Values: AnUneasy Relatiorchipl, Amsterdam: Rodopi, 1999. (il An-
Na'im, "Political Islam in Natirr:aa;l Politdcs atd Intenwtional Relatioru",
dalam Peter L. Beger (ed.), The Duecularizatianof tlwWorld;Rexngent
Rekgiotl md Worll Politics, Michigan: Grand Rupids, 1 999. 0 ) An.N a'im,
"Human Rights, Religion and Secularism: Does it have to be a Choice?",
makalahdalamSenitwronRehgtonandWarldCiuilizwioru,lgSeptember
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2000. (k) An-Na'im (ed.), Islamb Funily in a Changing: A Glabal Re-
sance Book, New York: Emory University, 7002. (1), An-Na im, The Is-
lomic Camter.refonnatian, http'//www.digitalnpq. org/ archive 12002. (m)
An-Na'im, "Syari'ah dan Hukum Positif di Negara Modern", dalam
MajalahTaswirul Aflrar, terj. Khariroh H. Sarjani No 12, Jakarta: Lak-
pesdam NU, 2002. (n) An-Na'im, "Future of Syari'ah ProjecC', dalam
International Workshop and P ublic F orum m E ryality md Plur ality, I 5 - 17
June 2004, Olso Coalition on Freedom of,religion or Belief, Norway
State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kegelisahan Akademik An-Na'im
Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh An-Na'im adalah
penerapan ajaran syari'ah historis atau hukum Islam klasik dalam
tataran kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintahan Ja'far Numeiri.l3
Seperti penerapan hukum pidana tentang lwdud yang meliputii hadd
xina (hukuman bagi orang yang kawin tanpa akad nikah),luddhiraba
(hukuman bagi pemberontak dalam suatu negara Islam), hadd qadaft
(hukuman bagi penuduh zina), danhadlfidtnh (hukuman bagi umat
Islam yang keluar dari agamanya).la Praktik penerapan (formalisasi)
t3 Langkah Numeri yang menggunakan syari'ah historis adalah untuk melakukan
represi politik terhadap musuh-musuhnya yang telah mengakibatkan terjadinya
penerapan sewenang-wenang hukuman ludud. Sedlkitnya dua ratus orang telah
dihukum dengan hukuman potong tangan selama dua tahun (1983.1985) pem-
berlakuan hukum islam. Lobban, "Sudan,", John L. Esposito, (ed.), The OxfordEcl-
cbp ed;a of the Mo dem Islarnic World, lY, (N ew York Oxford Universiry Press, 1 995 ), 1 0 1 .
la Demikian juga syariah historis mempunyai sifat ambigu dalam hal qiwl (holy
ouar), sebab world uiew umat Islam tentang qital adalah perang (untuk membunuh)
melawan non-Islam (orang-orang kafir) . Sehingga semua orang-orang non-Islam
(non-muslim) yang memerangi umat Islam tanpa melihat motif yang melatarbela-
kanginya apakah muslim ataukah non.muslim yang bersalah itu tetap dihukumi mati
syahid (orang muslimnya). World uiew ini berdasarkan pada ayar-ayat al-Qur'an,
diantaranya, sebagai berikut ini: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberiknn suatu
jalnn bagi ordng-orangkafir untuk hidup bersama orang.ordng muslim" (An-Nisa' [4]:
14 1). Dan "Hendaklah kamu membunuh seluruh non-muslim (orang-orang musyrik)
dimana ptmkamu jumpai" ( An.Nisa' I4l : 91). Dari ayat ini, Abi Bakar Ahmad al-Razi
berpendapat bahwa umat Islam harus memutus relasi dengan non-muslim dan bahkan
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syariat Islam ini telah mengakibatkan pemberangusan hak hak asasi
manusia. Kebebasan beragama, misalnya, menjadi tertutup dengan
adanya hukum ridd,ahls-seperti pengalaman hukuman mati terhadap
Thha.t6 Demikian juga diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak
asasi kalangan non-Islam atau non-muslim.1? Karena itu, konstruksi
negara Islam yang dibangun berdasarkan ajaran hukum Islam klasik
yang sering disebut oleh An-Na'im sebagai "syari'ah historis" pasti akan
menimbulkan konflik krusial dalam berbagai aspek kehidupan dunia,
baik di antara negara Islam iru sendiri maupun dengan negara non-
Islam. sehingga negara Islam yang berdasarkan hukum Islam (syari'ah
historis) secara institusi politik adalah tidak mungkin, dan secara
historis tidak akurat, dan secara praktis tidak bisa diteruskan hingga saat
inil8 karena ketentuan hukumnya sudah tidak menjadi norma-norma
muslim harus memeranginya sebagai suatu langkah untuk meniadakan tindakan
kekakafiran di muka bumi ini. Abi Bakar Ahmad Al-Razi, Ahkfin al-eur'on,Juzll(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 410.
l5lobban, 
"Sudan," 101.
t6lbid.
r?Pluralisme etnik, ras, suku, dan agama juga memberikan pengaruh terhadap
pola pemerintahan, baik bagi kesuksesannya maupun kegagalannya. Demikian juga
dalam masalah paham kenegaraan, apakah menggunakan syariah historir, 
"t"u 
prirr*
Barat (sekuler) ? Misalnya pemerintahan Ja'far Numeiri (1969- 1985) di Sudan, ketika
ia berkuasa pada awal pemerintahannya adalah berbentuk nasionalis sekular, tetapi
pada saat kekuasaannya melemah, yaitu sejak awal tahun 19?8 dan mencapai
puncaknya pada tahun 1983, justru ia lalu mengambil Islam sebagai penyokong u.,iuk
mendukung kekuasaannya, yaitu dengan mengeluarkan dekrit yang menyatakan
bahwa "ajaran (hukum) Islam akan menjadi saru-satunya sistem hukum bagi seluruh
negeri." Namun demikian, karena undang-udang itu memuat ketentuan yang bersifat
mengekang kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, maka upaya mencari
legitimasi politik lewat pemberlakuan ajaran Islam tidak berhasil, dan bahkan
bertentangan dengan tujuan utamanya. John L. Esposito dan John O. Voll, Denwl,oasidi Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek, terjemahan Rahmani Astuti,(Bandung: Mizan, 1998); dan A.s. Kaye, "sudan," dalam c.E.Bosworth dkk., (eds.),
Tlw Encycbpaedia of Islam; New Editbn, (Leiden Rill, 1997) , ?5 1.
tsKemustahilan itu karena pelaksanaan syariat (historis) memlukan persyararan
persetujuan Tirhan, sedang di masa kini persetujuan negara melalui rakyat. Di samping
itu, data historis negara Islam era Madinah yang dibentuk Nabi dan negara-negara
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Islam lagi disebabkan perubahan situasi dan kondisi pemikiran kene-
garaan di masa kini.le
Sementara itu, pilihan lainnya adalah sekularistik yang berpijak
pada ketentuan modem (baca: politik dan hukum Barat) kalau umat
Islam ingin menyelamatkan hak-hak pihak lain.
Dari kenyatan ini, An-Na'im melihat bahwa umat Islam di-
hadapkan pilihan pfoblematik. Karena itu ia lalu melakukan pembaru-
an terhadap ajaran hukum Islam (baca: syari,,'ah historis) dalam rangka
menjawab tantangan kehidupan kenegaraan modern. Menurut An-
Na'im, umat Islam harus tetap mendasarkan diri pada ajaran (hukum)
Islam dan harus menolak penyelesaian sekularistik dalam semua aktivitas
kehidupannya tetapi dengan metode dan konstruksi pemikiran yang
baru. Karenanya ia berusaha menggali nilai-nilai ajaran Islam yang
bersinggungan dengan pola kehidupan negara modern yang pada inti-
nya adalah pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, ajaran Islam
sebagai ajaran universal, menurutnya, pasti mempunyai konsep tentang
pe rs ama an (al-mus aw a I e quality) dan keb eb a san (al -lur riy ah I f r ee dam),
baik dalam bidang politik, sipil, ekonomi, sosial maupun budaya seperri
yang dimiliki negara modern. Ajaran jenis ini kemudian disebut oleh
An-Na'im dengan ajaran hukum Islam modern atau syari'ah modern.
Inilah ide fundamental dari An-Na'im yang menjadi titik tekan kajian
ini sebagai pertimbangan mengapa kita harus mengkaji pemikirannya
tentang negara Islam.
Di samping itu, ada pertimbangan akademik yang lebih signi-
fikan yang mengharuskan kita mengkaji An-Na'im, yaitu An-Na'im
kota pada masa awal Islam dengan negara-negara kekaisaran muslim berikutnya
tidaklah sesuai dengan realitas kehidupan negara modern saat ini yang sangat
kompleks. Abdullahi Ahmed AN-Na'im, "syariat dan Hukum Positif di Negara
Modern" terjemahanKharirohH. Sarjani, dalamTaswirulAfkar, (]akarta: Lakpesdam
NU, edisi lZ,2002),51.
teBandingkan dengan J-J Rousseau, Kontraksoslal, terjemahan A. Haryono dan
C. \Toekirsari, (Yayasan Karti Sarana, 1989) dan J.J. Von Schmid, Ahli.ahliPikir Besar
tentdngNegara danHukum: dariPlato sampai Kant, terjemahan R. Wiratno dkk,
(Djakarta: PT Pembangunan, 1965)
MohammadDahlanrPemikiranAbduttahiAn-Narim / 165
mempunyai metodologi dan konstruksi pemikiran Islam yang diyakini
bisa menegakkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan negara yang
modern dan pada saat yang sama, umat Islam juga bisa mengamalkan
ajaran Islam secara utuh.
D. Metodologi pembaruan (hukum) Islam An-Na,im
Sebelum An-Na'im memilih metodologi gurunya, Thha, ia per-
tama-tama menolak gagasan para pemikir sebelumnya yang membaca
teks agama dengan berpusat pada teks partikular dan juga ia menorak
tawaran ijtihad melalui metode ististilah (baca : mashlahah) yang ditawar-
kan ijtihad Esposito. Lebih lanjut An-Na,im berkata:
"There is nothing new in this proposar (istishtnh),which was
made, in its boldesr form, by Na;rnal-Tawfi, *ho diea i" i:f OA.D. modem authors have wamed againsi rt" 
""r...pottvgeneralized citarion and use of rhese major principles of
Islamic jurisprudence. Inany case, the qr.rrio., J;h;;.yp.
and degree of reform can be, and has been, achie""J ,r-r."rgt
these techniques? since minor sources of shari,a 
"r.-r"ri.I.,to the clear and deftnite texts of the eur,an u"d Sr"*, th.v
cannot be used in ways that violate or contravene any clear
and definite texts of Qur,an and Sunna"2o
sedang metodologi yang digunakan An-Na'im -sebagai kritilE
terhadap konsrruksi ijtihndyang menggunakan metode istislilawt adalah
20 An-Na'im, Tbward an Islamic Reformation..., 5I.
2r Penolakan itu dilakukan karena ajaran (hukum) Islam klasik tidak bisa men_jawab problem kemodernan lantaran kerlmahan metode pembacaan literal itu, dan
1e1ode istishlah itu yang berpijak pada rima dasar; pertama,memelihara a gama (hifdx
al'din),yang mengandaikan ani bahwa seorang muslim harus 
-"*.trt *, agama dan
:r!*!:t^:h !:luar darinya.karena ,,agama yang paling be.,". dt ,iri All"h ,irl"h Islrm,(QS.3 : 1 9). Kedua, memelihara akat (hif dz al.iqli) . Mt al"yr ;;;";iiubrk yurg
ancamannya adalah hukuman cambuk. Kerrga, memelihara lrwa wfiz*r-r**i). yangberarti bahwa darah seorang Musrim t.rhoimat, sehingga karau ,a, oo.rg Musrimterbunuh, yang membunuh akan dikenai hukuman f,"rl"rr., rqrrrr"rlr) Keempat,
memelihara kerurunan (hifdz.an-nasr). yang berarti bahwa r".u.,g* ri"" rrgi Musrim,
::11"ggi kalau ada yang berbuat zina, ma-ka dihukum cambuk atau dihukum mati.klima, Memelihara hara (hifdzal-mal).Misalnya larangan 
-.r.u.i ,.ti.rgg" t rt"u
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metode tafsir yang diajarkan oleh gurunya, yaitu metode evolusilegtslnsi
yang berdasarkan metode rvsakh.zz Dengan menyltir pendapat gurunya,
An-Na'im merumuskan metode nasakh dengan menyatakan bahwa
ayat-ayat Makkah sebagai ayat inti (universal) yang tidak diberlakukan
pada periode kedua (periode Madinah) karena alasan keadaan.z3 Pemi-
kiran ini juga mengacu pada ayat al-Qur'an yang artinya:
'Apa saja yang Kami nasakh (nansakh), atau Kami jadikan
(manusia) lupakepadanya, Kami akan datangkan yang lebih
baik atau yang sebanding dengannya" (al-Baqarah [2]:106)
An-Na'im menafsirkan kata "ndnsdkh"2adalam ayat 106 surat al-
Baqarah dengan arti 'menunda'2s pemberlakuan ayat-ayat (teks-teks
agama) Makkah yang inti (universal) dari ayat-ayat Madinah (par-
ada yang mencuri, dipotong tangan. Ironisnya, semua system ajaran syariat Islam ini
hanyalah untuk keselamatan Muslim, khususnya laki-laki yang diutamakan dan tidak
berlaku bagi non-Muslim kecuali beberapa hukum saja. Demikian juga syariat Islam
klasik masih mengakui perbudakan. Al-Syatibi, Al-MuwaqatfiUshul al.Ahkam,Juz
III, (Mesir: Ali Subaih), hlm 16. Bandingkan dengan Ismail Hasan,Nazhariat al.
Ma4asid'indaalhwrnMuhnmnadThahiribn,\yytzt, CetI, (Virgia: Al-Ma'had al-Alami
li al Fikr al Islami, 1995).
22 An-Na'im, 'lTianslator's Intruduction", dalam Mahmoud Muhammed Thha,
The SecmdMessage of Islam, terjemahan An-Na'im, (New York: Syracuse University
Press, 1987), hlm. 28.; An-Na'im, Mahm{rudMuhanmwdTaha and The Cnsrs...,15.
23 Untuk itu, ia menyatakan bahwa "The content of Qur'an and Sunna reveals
two level or stages of the message of Islam, one of the earlier Mecca periode and the
other of the subsequent Medina stage. Furtherrnore, he maintained that the earlier
message of Mecca is in fact the eternal and fundamental message of Islam,
emphasizing the inherent digniry of all human beings, regardless of gender, religious
belie{, race, and so fortn"'. An-Ndim,Toward anlslamic Reformation,5T.
24 Lebih lanjut dikatakan bahwa, Allah memakai kata "mual<allimmn'al gharry"
yaitu nansaklr bukan aruakfi berhikmah bahwa manusia punya peran dalam masalah
rvsal<h.Munawirsyadzali,Real<nalisosiHukumlslaru (]akarta: Paramadina, lgg5),373.
25 Pengertian tersebut berbeda dengan pandangan ulama klasik yang mengarti-
kan nas,al& tilawah itu dengan pengertian bahwa ayat-ayat Madinah (partikulas/teknis-
praktis) yang menghapus ayat-ayat Mekah (ayat-ayat yang universal/manusiawi).
Manna Khalil Al-Qattan, Mabahis fi al-Ulum al.Qur'an, (Penerbit: Masyurat al.Asr
al-Hadits, cet III, 1973),326-327. Bandingkan dengan, Mabahis fi Ulum al-Qur'an,
karangan Subhi As-Sholeh, (Beirut: Dar al-Ilm, 1988)
Mohammad Dahlary pemikiran Abdufiahi An_Na,im / 16Z
tikular/teknis-praktis/historis) sampai situasi dan kondisi memung-
kinkan. Dengan metodologi berpikir ini, An-Na'im membangun pemi.
kiran hukum lslam modern dalam kehidupan negara modern, yang
mempunyai jangkauan totalitas yang Islami, sebagai ganti daripada
pemikiran hukum Islam klasik, yang bersifat partikulaiistik dan tau-
tologis26 dalam merumuskan pemikiran kenegaraannya. Di Indonesia,
model berpikir ini digunakan Masdar F. Mas'udi yang mempunyai
pendapat bahwa ayat-ayat al-eur'an yang universal-fundamental
(muhkamat) adalah ayar-ayat yang berbicara tenrang substansi, dan
bukan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara aturan teknis-prak tis (muta-
syabilw) yang tentu saja erat sekali kaitanya dengan ruang dan waktu
serta tidak kebal perubahan.z?
selain itu, An-Na'im juga terah mengajukan metodorogi pem-
baruan pemikiran hukum Islam dalam kehidupan negara yang berpijak
pada prhrciple of reciprocity (prinsip timbal balik) untuk mencapai
keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kersejahteraan. suatu prinsip yangjuga dianut oleh pola kehidupan negara modern. Me.,urrtnya, sese-
orang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia ingin diper-
lakukan oleh orang lain, atau jika tidak, ia harus berusaha mencapai
ukuran paling dekat untuk memposisikan dirinya pada posisi orang lain.
Ini mengasumsikan bahwa seseorang mempunyai harkat dan martabat*
26 Misalnya kita berargumen bahwamashlahahadalah dasar kewajiban, moshtahahharus didefinisikan dalam pgngertian mutlak dan tidak dengan 
-"rri"[pra" faktor-faktor spesifik tertentu karena proses pengutamaan rrtu p..ti*brngan spesifik di atasyang lain tidak akan pemah berakhir dan Lrena maslalwi adakmirb".ik"., landasan
definisi yang universal. Lebih lanjut, pandangan ini tidak bisa drulang Jengan alasanbahwa mashlahah adalah sesuatu yang jik, dira.,ggr., maka peranggr.ai aka., dihukrm
oleh Allah. Deftnisi ini tidak bisa diierima r"irb i, ,iarr. aia"l"rr.r" p"a, asumsibahwa Ti-rhan hanya menghukum keburukan, dan cara berargumen ini berputar-purar
saja (baca: tautologis), atau asumsi bahwa setiap kewajiban dari Tirhan adalah
mashlahah semara-mara karena ia adalah kewajiban. Muhammad rt rua Masud,FikafatHukwn Islam, terjemahan Ahsin Muhammad, (Bandung: p"""rti, pustaka,
1996),hlm.225.7.
2? Masdar F. Mas'udi, Isram E Hak-hak Reproduksi percmpuan, (Bandung:
Mizan,Cet II Maret 1997),50.51.
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yang sama dalam semua hal tanpa membedakan jenis kelamin dan
kepercayaan agama.z8 Menurut An-Na'im, prinsip inilah yang perlu
digunakan untuk mencari legitimasi kultural bagi pemikiran negara
dalam ajaran Islam secara penuh di mana pun di dunia ini. 2e
Sedang fokus pembahasan pemikiran An-Na'im -yang spesifik
berkaitan dengan pemikiran negara Islam melalui pendekatan relatifis-
me kultural. Pemikiran ini bertujuan untuk menjembatani ketegangan
dan konflik yang tajam antara pemikiran negara modern -yang meng-
idealkan adanya pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan (baca: hak asasi
manusia- dengan nagara Islam (kalsik)'o -yrng sering memberangus hak
asasi manusia dan hak-hak pihak lainnya. Dari hasil identifikasi itu, An-
Na'im menunjukkan adanya keterbatasan pendekatan formalistik
dalam standar internasional itu, yaitu penolakan atau permusuhan
pemikiran negara modern terhadap ajaran Islam, dan demikian seba-
liknya, ajaran Islam juga memusuhi terhadap pemikiran negara modem
secara totalitas. Karenanya An-Na'im menekankan perluny? rlerl-
bangun legitimasi kultural universal yang juga merupakan bagian haklki
dari proses pelaksanaan pemikiran negara modem. Pemikiran negara
Islam yang berkembang saat ini dan isinya tidak benar secara universal
perlu direinterpretasi dan direkonstruksi untuk memperoleh kebenaran
universal dalam kehidupan kemodernan.3l
Karena itu, An-Na'im menganjurkan untuk melihat permasa-
lahan negara modern dan Islam secara realistis dan rasional, yaitu
dengan menyadari secara jujur bahwa ajaran Islam tidak mutlak benar
semua, khususnya ajaran teknis-praktis Islam yang berkaitan dengan
persoalan kenegaraan. Hal ini dapat dibuktikan dengan ajaran Islam
28 An-Na'im, Toward an Islmnic Reformation. . . ,162.3 .
2e An-Na'im, "Introduction" dalam An-Na'im, (ed.),HumanRlghs in Cross-
CulturalPerspectives; AQwstfor Consensru, (University of Pensylania Press, 1991),
16.
r0 An-Na'im, "Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International
Standars of Human Rights", dalam An-Na'im (ed.), Human Righrs in Cross-
Cubural...,47?.
3t lbid.,431.
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yang diterapkan oleh penguasa Sudan (sebagai sarah satu negara yang
diklaim sebagai negara Isram dan yang pernah memberlakukan hukum
Islam) telah menerobos prinsip-prinrip k hidupan modern.3z Artinya,
kalau umat Islam masih menerapkan ajaran hukum Isram itu, mereka
pasti akan berbuat diskriminatif terhadap kalangan non-lslam dan hak-
hak perempuan, baik bidang sosial, politik, ekonomi *rrfu., agama.
Di samping iu, mereka masih melegalisasi adanya rembaga perbudakan.
Dalam konteks ini, pemikiran An-Na'im dengan ;;,rd. evolusi(nasakh) menjadi penting untuk mencari jaran keruar guna tercapainya
rekonsiliasi ajaran Islam di daram negara Islam dengarrfugr., modem.3l
Ia menyakini -dengan metodenya- bahwa ajaran Isram dapat mengang-
kat posisi perempuan dan kalangan non-Isram (serta d"prt memberan-
tas perbudakan) menjadi manusia yang seuruhnya, baik dalam bidang
sosial, politik, hukum, ekonomi maupun budaya,:+ Dengan membong-
kar paradigma berpikir klasik, semua problem diskriminasi dan eks-
ploitasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan suku dalam kehi-
dupan kenegaraan dapat diatasi.is Artinya, kita, kata An-Na,im, dapat
melaksanakan ajaran Islam.secara utuh tanpa melanggar hakhak pihak
lain.36 selain iru, menurut An-Na'im, adalah untuk menghindari
sekularisme yang diyakini sebagai cara yang tidak Islami dan tidak akan
diterima oleh umat Islam. Dalam persoalan HAM, i" *i.rkfr;*i
atakan sebagai berikut:
r2An-Na'im, 
"polidcalrlslam in National politics and Intemational Relations,,dalam Peter L. Beggr (peny),-d_alam peter L. Beger (ed.), The Desecularization of trwv/orll; ResurgentRekgian md'worrdporitics, graiJhig*, 6.rrrd R";-tdrJ g9g), rtl.rrM' Atho Mudzhar, Memb-a11 Gerambang ljtihtd: Antara Tradisi dan L)berasi,(Yogyakarta: Titian Ilahi press, 1998), 11.
. 
aDengan paradigma terbalik itu, maka dapat tercapai kesamaan tuntas laki-lakidan perempuan, muslim dan non-muslim sebagai salr-h s"tu i.rdikato, masyarakat
\r.adab.(!{lrzedsocietyrmasyarakatmadani).Arr'-Nr'irn (ed.),H*rarrirghrs;ncros-Cultural,20.
35An-Na'im, 
"Toward an Isramic Hermeneuucs for Human Rights" daramJeral
P 9*t dkk, Hzman R igh* ond Reketous Vahrcs : An lJ rcasy na"rir"riii,iA_rt".dr*,Rodopi, 1999),230.
r6An.Na'im, Tow ard an lslamk Reformatbn, l 6L
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"In any case, it (global consensus, pen.) would be counter-
productive to require people to choose between their religion,
culture or ideology, on the one hand, and a supposedly'neutral'
universal human rights project, on the other, because most
people would probably opt for the former over the later. This
choice is more likely for two reasons. First, to the vast majority
of people, no human rights scheme can by itself serve as a
substitute for religion, culture or ideology. Second, most
people would maintain that some conception of human rights
is integral to their specific religion, cutrture or ideology. To
avoid undermining the legitimacy of a universal human rights
projects by placing it in direct competition with what people
hold as their comprehensive fundamental value systems, I
would strongly recommended a strategy of internal trans-
formation of perceptions of the religion, culture or ideology".3?
Dengan demikian, metode nasdl& AnNdim adalah untuk meng-
kritik secara intemal terhadap pemikiran negara Islam (klasik)-yang
tunduk kepada ketentuan ajaran hukum Islam yang partikular dan
teknis paktis, dan sekaligus kritik ekstemal terhadap pemikiran negara
modem yang bercorak sekularistik dan simplistik. Dalam konteks ini,
kalau mengacu pada tiga aliran pemikiran Islam di atas, AnNa'im telah
menawarkan sesuatu yang baru dari ketiganya. Sehingga pemikirannya
tidak hanya menafsirkan hal-hal yang tidak ada ketentuannya secara
eksplisit atau teknis-praktis, tetapi leblh dari itu, ia telah membongkar
teks (al-Qur'an dan al-sunnah) yang bersifat teknis-praktis dan yang
bertentangan dengan pemikiran negara modem dan nilai-nilai kema-
nusiaan. Ajaran Islam yang demikian oleh An-Na'im disebut dengan
hukum Islam modem yang diyakini oleh dia dapat menyelamatkan
umat Islam dari melanggar hak asasi manusia dan halchak pihak lain
37An-Na'im, Toward an Islamic Hermeneutics..., 427.; An'Na'im, "Human
Rights, Religion and Secularism: Does it have to be a Choice?", makalah dalam
Semjnaron fukciarrr-andVotldCivilizatiou,lg September 2000.; An'Na'im, "The Rule
of the Nation-State in the 21" Century; Human Rights, Intemational Organisations
and Foreign Policy Essays in Honour of Peter Baehr", dalam Monique Castermans-
Holleman, Fried Van Hoof &Jacquekine Smith (eds.) Netherkands hatiwtof Hwtan
R,ghrs (SIM), Utrecht, The Netherlands.
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dalam menentukan nasibnya sendiri sebagai seorang muslim di negara-
nya sendiri.38
E. Pemikiran An-Na,im tentang Negara Islam
Menurut An-Na'im, pemikiran negara Isram (kasrik) tidak
memadai di seluruh dunia Islam, baik dari sisi metodologi maupun
konstruksi pemikirannya. Hal ini ditandai dengan praktik pemberla.
kuan hukum Islam (misalnya aliran pemikirm integral dan aliran pemi-
kirdn simbiorrk) di negara sudan dan pengklaiman negara Sudan sebagai
negara Islam telah menimbulkan sikap diskriminatif terhadap non-
Muslim dan kaum perempuan akibat sempitnya metodologi dan kons-
truksi pemikiran hukum Islam klasik yang menjadi pedomannya.3e
Keadaan seperti ini tentu tidak mungkin diterima oleh aliran pemikiran
sekularis.
sementara itu, jawaban aliran pemikiran sekularis (baca: akron
pemikiran dikotunik\ akan membawa pada keadaan yang simplistik
dengan mencukupkan diri lari dari ajaran Islam, dan masalah sosial, po-
litik, ekonomi, hukum dan masalah keduniaan lainnya hanya cukup
dijawab dari luar ajaran lslam. Aliran ini hanya mengambil pemikiran
modern atau Barat, dan diterapkan secara langsung dalam kehidupan
umat Islam t,npa adanya upaya pengkajian secara cermat terhadaq
relevansinya.{ Karenanya, aliran berpikir ini sudah pasti akan ditolak
oleh aliran pemikiran integral dan aliran pemikiran simbiotik.
Untuk itu, An-Na'im kemudian membangun konstruksi pemi-
kiran Islam dalam rangka mencari format pemikiran negara Islam yang
diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan yang humanis, pluralis
18 An-Na'im, Toward anlslamic reformation, 16l.
3e An-Na'im, "Political Islam in Nadonal Politics and International Relations,,
dalam Peter L. Beger (ed.), The Desecurarizatian of tlwworld, rog.;An-Na'im, Titward
anlslamicReformatirn...,op.cit., hlm. 132-3; cr.oiyn Fluehr-Lobban, ,,sudan,,,dalam
John L. Esposito (ed.), The OxfordEcyclapedia...Iv, 101.{ James Norman Dalrymple Anderson, Hukumlsram diDuniaModem, terjemah-
an Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm. 96.7.;M.Amin Abdullah,
Studi Agama; Normativitas dan Historisins (yogyakarta: pustaka pelajar,1996)
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dan egaliteral melalui mekanisme s)ilrd atau konsensus bersama.az
Tirjuannya ini, menurut An-Na'im, adalah untuk menciptakan keadil.
an, kebebasan, kesetaraan dan kesejahteraan dalam kehidupan ber-
agama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pemikiran negara Islam yang dimaksud oleh
An-Na'im pada dasarnya adalah sebuah konstruksi pemikiran politik
yang tunduk kepada prinsip-prinsip universal seperti keseimbangan,
kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan tanpa membedakan ras, jenis
kelamin dan agama. Jadi, umat Islam bisa ntengambil berbagai macam
bentuk negara yang penring prinsip-prinsip itu bisa rerealisasikan dalam
kehidupan kenegaraan. Karena itu model-model negara Islam yang
dipraktikkan di masa Nabi dan penerusnya hanyalah sebagai salah satu
contoh praktis, dan bukan sebagai contoh ideal yang harus diikuti
karena bentuk ajarannya yang bercorak teknis.praktis sehingga tidak
kebal atas perubahan dan pembatalan. Lebih lanjut, An-Na'im meng-
atakan sebagai berikut:
"Masyarakat sepenuhnya berhak untuk mencoba hak mereka
untuk menentukan nasib sendiri dalam hal identitas Islam
termasuk pelaksanaan norma-norma Islam melalui proses
politik, legislati{ dan hukum yang disetujui secara kons-
titusional, tetapi tidak sebagai syari'ah yang kekal, ditakdirkan
dan pasti".al
Untuk itu, penerjemahan konstruksi pemikiran negara Islam
dari An-Na'im -yang berpusat pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan
bukan pada bentuk formal atau ajaran Islam historis- telah memberikan
wacana baru keagamaan di era modern yang mengidealkan adanya
negara bangsa yaitu, sebuah negara yang merubah sistem politiknya dari
ar An-Na'im, "Mahmoud Muhammed Thha and The Crisis, 1.
a2 An-Na'im, Tbward. an Islmnic Refonnatbn, 83-84.
a3 Abdullahi Ahmed An-Na'im, "syariat dan Hukum Positif di Negara Modern"
terjemahan Khariroh H. sarjani, dalam Trwirul Aflur, (Jakarta, Lakpesdam NU, edisi
t?.,2002),43.
-
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bersumber pada agama saja pada sebuah rana pruralitas kebangsaan
yang di dalammya bisa diwarnai nilai.nilai keagamaan arau keislaman.
Penekanan pada sebuah prinsip-prinsipnya saja dalam pelalc
sanaan ajaran Islam sudah pasti dapat diterima oreh semua golorrgr.,
-mana 
pun, misalnya seperti asas keadilan, al-syura, kesetaraan, kebe-
basan, kesejahteraan dan lainnya. Inirah pentingnya nilai-nilai univer-
salitas ketika berbicara daram tataran k.rr.gr.rr.r, yang sekarigus
diyakini bisa menerima nilai-nirai partikularitas ,gr-r-igrma dan
kepercayaan yang ada karena adanya ruang bagi semua agama dan
kepercayaan untuk menerjemahkan nilai-nilai prinsipilnya dalam kehi-
dupan negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara Isram
di era modern adalah negara yang tunduk pada asa-asas tersebut tanpa
mengutamakan pelabelan nama yang dikenakannya, dan sebaliknya
walaupun ada klaim "negara Islam" dari mayoritas umat Islam tetapi
tidak bisa menerima asas-asas tersebut tidak bisa diterima sebagai
"negara Islam". Jadi, ukuran keislaman sebuah negara adalah ketun-
dukannya untuk menerima dan meraksanakan nilai-nilai universar
tersebut dalam tataran kehidupan kenegaraan, dan bukan karena
namanya sebagai "negara Islam,,.
Dalam konteks keindonesiaan yang mayoritas penduduknya
umat Islam, pemikiran An-Na'im mempunyai relevansi yrng cukrfi
signifikan bagi pemikiran kenegaraan, terutama daram rangka meng-
apresiasi dan mengakui semua hak dasar bangsa (rakyat) Indonesia
karena pemikirannyE yang dapat memelihara dan menjamin hak
politik, hak kewarganegaraan, hak beragama dan hak-hak asasi manusia
lainnya tanpa membedakan ras, jenis kelamin dan agama.
F. Penutup
Dari sisi metodologi, An-na'im terah mengkritik terhadap tiga
aliran pemikiran yang tidak memadai itu dengan memberikan rawaran
metodologi baru, yaitu: pertama adalah evorusiregisrasi yang meng-
gunakan metode na.sakh. Kedua, adalah prinsip resiprositasyang meng-
gunakan metode keadilan sebagai tujuannya.
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Pemikiran An-Na'im tidak memberikan konstruksi yang final
tentang bentuk negara Islam sebagaimana pemikiran negara Islam
klasik, tetapi yang terpenting bagi An-Na'im adalah bagaimana bisa
tercipta sebuah pola kehidupan kenegaraan yang menjamin adanya
keharmonisan, kesetaraan, kesamaan, kesejahteraan dan keadilan, baik
dalam tataran sosial, politik, hukum, budaya, maupun ekonomi. Ini
harus berlaku secara utuh terhadap semua wama negara, baik laki-laki,
perempuan maupun kalangan non-Islam. 
;
Karena itu yang dimaksud "negara Islam" oleh An-Na'im adalah
sebuah negara yang tunduk terhadap prinsip-prinsip itu dan yang bisa
menciptakan keharmonisan dengan perkembangan kemajuan zaman.
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